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'masyarakat tak kuniung bisa dicairkhn.
Terkait batalnya rapat gabungan, dlbenarkan

salah satu anggota Komisi I DPRD Bali It{yoman
Adnyana. lrKami belum bisa menggelar rapat
gabungan bersama gubernur separljang pen-
jelgsan Mendagri belum adai' tegasfya.
,ftalau memang tidak akan ada [epastian

lebih baik semuanya tidak dicalrkan dan
dijelaskan pada semua masyarakatying menga-
jukan proposal sehingga adili tegasnya.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku
Pastika di depan kepala Badan Eemeriksa
(euangan (BPK) RI mengaku bahfa dirinya
menjadi korban "sandera" persollan dana
hibah yang hingga kini tak kunjung blsa

,.dicairkan "s ) Baca Dewan... Hal 31

r{;*frr r{"i ffFJ( fr,r:rwv;t{r.ilan Frsvinsi [ir;tf

DAII \HIBAH V

,*$
\,i

Dewan f oikot
RapatiGiilbungan

DENPASAR - Mes{ sudah diyadwalkan, rapat
gabungan antafa legfslatifdan eksekutif den-
gan salah satutf"a mi:mbahas pencairan dana
hibah, kemarini(6/lq) batal diplar Informasi
yang berhasit ditriuipun koran ini, batalnya
rapat itu karena devt4an kesal dan melakukan
boikot. Pasalnya, hin$ga saat ini lanyakusulan
proposal bannran hi{ah dari masyarakat hasil
penyerapan a_spirasl anggota oirm sai ke

Bel

(APBD) induk Provinsi Bali
tahun anggaran 2016. DPR_D

er.aran tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum seferti UU.
"Tidak ada SE yang {isa men-
galahkan UU," tegas g]ubernur.

Saat ini proposal tlibah su-
dah menumpuk darf tercatat

dipast^^--^^ .idak akan memba-
hasnya kalau persoalan dana
hibah tidak bisa beres. "Rapat
gabungan gak jad i dan dampa-
knya APBD Induk 2016 tidak
akan bisa selesaii' ujarnya di
sela sertijab kepala Badan BPK
RI Perwakilan Ball, kemarin.

Dalam UU 23 'lhhun 2014,
bahwa dana hibah hanya bisa
diberikan pada lembaga atau
kelompok masyarakat yang
berbadan hukum dan harus
didaftarkan di Departemen

Hukum dan HAM seperti hal-
nya yayasan. Sejak adanya UU
tersebut berbagai upaya sudah
dilakukan dengan harapan
dana hibah bisa dicairkan
namun belum ada aturannya.
Meskipun ada surat edaran
dari Mendagri akan tetapi surat

ad,a 12 ribuan proprfsal yang
belum bisa dibuatkan surat
keputusan (SK). Gubernur
belum berani mencairkan
dan dikhawatirkan akan men-
yalahi UU, sement{ra tahun
anggaran akan menjelpng habis.
Gubernur sendiri tidhk berani
menandatangani SK tersebut
sehingga gubernur pun minta
petunjuk pada kePala BPK-RI.
"Boleh gak saya tekqn? Kalau
saya telcen nanti yan{ kena gu-
bemur," pungkasnya. {pralyes)

ClubernurAkui
umMauTekerl

r DtWAll...
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Ini -..lbat ruwetnya Pera'-
turan sejak adanya IJU 23
Tahun 2014 mengatur ttlntang
Pemerintah Daerah pada
Pasal 298.

Menurut gubcrnu; a:nggota
DPRD Bali akhirnya tid,akbisa
membahas rencana ilngga-
ran pendapatan dan trelanja
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IBNS danl\Ps v
Sudah Disanksi
Pegawai Gianyar yang
"IVfakan" Tariah Negara
Ctgr[YAR - Penetapan dua pegawai negeri sipil

(PNE di Bagian Pertanahan dan Bagian Aset
Setd{ Gianyar sebagai tersangka, dalam peny-
alahgfl:naan aset lahan P{mprov Bali, titlakmem-
buat terkejut Pemkab Gianyar. Sebab, menurut
Sekkab Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra
keduf PNS berinisial IB[\S dan Npg itu sudah
mendapatkan sanksi saat kasusnya mulai diuzut

"Mrfrgenai duaFNS itu, $ejakawalkami sudah
mendapatkan laporan. Makanya, sebelumnya
keduanya sudah mendapatkan sanksi, dan
ditindak inspektoratjl udapnya Selasa (6/ l0).

DikAtakan Gus Gaga, sadlciyang diberikankepa-
da ke{ua PNS nakal, yangiUga nekat memalsukan
tandafangan Bupati Gian'fi4 AA Gde Agung Bhara-
ta dad membuat SK palbu, berupa penumnan
jabatan. Bahkan keduanya diungkapkan sudah
"ditendang" dari posisi awal mereka di Bagian
Pertadahan dan Bagian Aset menjadi safbiasa di
BKD (Badan Keoo"*T?x#Lfis.5), 

r,

, myar, untuk meqefusurikasus
; yang menjerat bbfasan pega-

i wai itu. Terlebih lthat dugaan,

i masih ada beberapa pegawai
i lainnya yang juga ikut terseret
, dalam kasus ini.
, "Terus terang, kami belum
1 mengetahui jelas kasusini. Thdi
I sudah saya tugaskan BKD dan
lbagian hukum untuk menelu-
: surinya. Supaya terang nanti,
seperti apa kasus J,mg merryeret
merekaj' ungkaprrya.

Namun ketika disinggung men.
genai, kemungftinan Pemkab Gi-
anyar bakal memberikan bannran
hukum kepada belasan pega-

'wainya yang tersanglcrt hukrnm,
dan sudah menyandang status

Itersangka itu. Gus Gaga sendiri
i belumbeiani memastikan lGrena
ipihakrya lebih dulu akan melaku-

lkankoordinasi, apaloh diberikan

bantuan hulqrm atau tidak
"Kami harus koordinasikan

dulq kaika semuarryasudah jelas
nanti, baru kami bisa bertindak
Apaleh ada atau tidafS bantuan
hulcrm buat merek{' katanya

Seperti berita sebelumnya,
dalam sehari dua kasus yang
menyeret puluharl pegawai
Pemkab Gianyar di peberapa
SKPD dibeber Kaja{ Gianyar.
Selain kasus dugaan penyalah-
gunaan lahan asetfPemprov
Bali yang dikelola P*nkab Gi-
anyaq, dengan dua tersangka
yalcri IBNS dan NPS dari Bagian

\itanahan ^dan Bagian Aset
Se\da Gianyar. Kejarfl Gianyar
juga membeber ba{al segera
dilimpahkannya 14 iersangka
yang juga pegawai Dispenda
Gianyar, dalam kastrs dugaan
korupisi SPPD fi ktif. $id/yes)

BKD Telusuri Kasus SPP{D 
/

r tBlts...
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"sanksi berupa perlurunan
jabatan. Kedua$ya j{ga kini
haryr*sebagai sta{biasaf di BKD|
jawabnya. Disirlggurlg men-
genai 14 pegawaf di Qispenda
Gianyar yang terjerqt kasus
berbed4 berupa &rgaarf korupsi
SPPD (Surat Perintah Perjalanan
Dinas) fiktif yang disidlk Polda
Bali, orang nomor tiga di Pemk-
ab Gianyar, ini mqngalqr belum
mengetahui detail kasus 1 ersebuL

"Berita ini.terus tera4g mem-
buat kaget. Tapi apa ya{rg teia-
di jelas membuat karrui priha-
tin," terangnya. 

i

Oleh karena itu, pifraknya
yang belum mengetahrf ri detail
kasus itu, sudah memirila BKD
dan Bagian Hukqm Sdtda Gi-
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SIDANG
PERDANA:
Sukarsana
(putih)
menjalanl

IHDN di
Pengadilan
Tipikor

sidang
perdana
kasus konr

Denpasar,
kemarin.

peran ankup t
diabertindak > Baca JPU... Hal Sl

ya Perar, Besar
kasusyang pembuatkomir Len) dalamproyekini.

Rpa,Bmiliar 'Atasperbua
jaksa dalam dakwaat

2 Pasal I Und
dalam
gai PPK (pejabat

Tahun 1999 *-s

rnya, Sukarsana dijerat
r primair, yakni Pasal
g - Undang Nomor 3l
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Lkeuangan
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ubahdan
20 Tahun

I ke-l HB dan
," kata,u yang

a ]an$ t

Made Subawa, ker
oleh hakim kCtua

Praptini, Ni Putu Indra Mari
Sudiasa, dan Nyom{n Sueca (

in, Wayan
rkara su-

Sebagai PPK
padflP|oyekRp 25M

r JPU...

tentangTipikor se
ditambah menjadi
2OOl jo Pasal 55
subsidairr Pasal 3
jaksa Gede Artha dampingi

in. Sida dipimpin
Su ila, den-

gan hakim Dewa hita dan
Sumali. rdakwa
oleh pengacara Adnyana.

Jaksa dakwaan bahwaSu-
karsana PPK dan di Biro
AdministrasiUmumIHDN pasar. Dia
disebut telah bersama - sama I Titib,

dah divonis) melakukan atau menyuruh
rnelakukan dan turut serta melakukan
pada tahun 201I, secara melawan hukum,
perbuatan yang memperkaya diri sendiri
atau orang lain, atau korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara.

Berawal dari tahun 2011, IHDN menda-
patkan tambahan dana dariAPBNP sebe-
sar Rp 24,389 miliar lebih untuk menun-
jang program pendidikan dan renovasi
gedung. Tertuang dalam revisi ketiga,
daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa)
Ncrmor 3B9B/025-07 .2.0I / 20 / 20ll tanggal
I I Nopember 201 I dan Peraturan Rencana
Keria Kementerian dan Lembaga (RKIf-
KL). Termasuk lembar kegiatan,yarf
dibagi menjadi 16 item proyek. 

I

f itib memerintahkan Praptini untr-{<
membentuk tim pokja lelang. Praptirfi

kemudian mengumpulkan orang, hidg-
ga.akhirnya Gede Puru Mantra dirunj[rk
sebagai kerua pokja fisik unruk renovfsi
kampus dan Putu Mudiarta ketua pokja
non-fisik seperti.pengadaan buku, lab-
oratorium, dan alat pendidikan lainnya.

Dalam pelaksanaan proyek, proses ten-
der pengadaan semua dilakukan Se@.ra
fiktif. Atas kondisi ini terdakwa Sukarsana,
bersama Titib, Sueca, Praptini, Sudiasa,
dan Indra Maritim merugikan keuangan
negara Rp 4.820.820.675. "Kerugian ini
berdasarkan hasil audit BPKP," jelasjakqa.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasys
IHDN sudah memvonis beberapa terdak-
wa kesandung kasus untukproyek l6 item
denga4 nilai proyek Rp 25 miliar. Kasus
proyek ini merugikan keuangan negara
Rp 4,8 miliar. (artlyes)
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